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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 
meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPPBC TMP A Semarang. Pertanyaan 
penelitian ini mencakup tiga aspek utama: (1) Kebijakan dan praktik GCG yang diterapkan oleh 
KPPBC TMP A Semarang, (2) Upaya KPPBC TMP A Semarang dalam membangun citra dan 
reputasi positif melalui penerapan GCG, dan (3) Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan 
penerapan GCG dan memperkuat kepercayaan serta reputasi KPPBC TMP A Semarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, 
melibatkan pengumpulan data melalui arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi. Informan 
penelitian terdiri dari tiga stakeholder KPPBC TMP A Semarang dan tiga masyarakat sebagai 
penerima manfaat dari pelaksanaan GCG. Analisis dilakukan menggunakan metode SWOT dan 
analisis kesenjangan antara kondisi ideal dengan praktek riil, serta pendekatan Quantitative 
Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk pemilihan alternatif strategi terbaik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik GCG di KPPBC TMP A Semarang telah menunjukkan 
komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesesuaian dengan SOP, serta meraih 
predikat Wilayah Bebas Korupsi sebagai bukti penerapan GCG yang efektif. Upaya untuk 
membangun citra positif meliputi optimalisasi prestasi dan pemanfaatan kekuatan internal 
dalam meningkatkan kualitas layanan. Rekomendasi perbaikan mencakup alokasi sumber daya 
tambahan untuk komunikasi publik, peningkatan literasi dan edukasi publik melalui teknologi, 
serta memperkuat komunikasi publik untuk mengurangi persepsi salah. Strategi-strategi yang 
disarankan untuk membangun citra dan reputasi positif meliputi pemanfaatan kesesuaian 
pelayanan dengan SOP, peningkatan kualitas layanan melalui teknologi, edukasi publik, alokasi 
sumber daya untuk komunikasi publik, dan pemanfaatan prestasi Wilayah Bebas Korupsi untuk 
mengatasi stigma negatif. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Public Trust, Corporate Reputation. 
 

Abstract 
This study examines the application of Good Corporate Governance (GCG) principles in enhancing 
public trust in KPPBC TMP A Semarang. The research addresses three main questions: (1) What 
are the GCG policies and practices implemented by KPPBC TMP A Semarang? (2) What efforts has 
KPPBC TMP A Semarang made to build a positive image and reputation through the application of 
GCG? (3) What recommendations can be proposed to improve the implementation of GCG and 
strengthen trust and reputation for KPPBC TMP A Semarang? The study employs a qualitative 
descriptive approach using a case study method, involving data collection through archives, 
interviews, questionnaires, and observations. The informants include three stakeholders from 
KPPBC TMP A Semarang and three members of the public who benefit from the implementation of 
GCG. Analysis is conducted using SWOT and gap analysis between ideal conditions and real 
practices, along with the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) approach to select the 
best strategic alternatives. The findings indicate that the GCG policies and practices at KPPBC TMP 
A Semarang demonstrate a strong commitment to improving service quality and compliance with 
SOPs, as evidenced by its achievement of the Predikat Wilayah Bebas Korupsi (Corruption-Free 
Zone) status. Efforts to build a positive image include optimizing achievements and leveraging 
internal strengths to enhance service quality. Recommendations for improvement include 
allocating additional resources for public communication, enhancing public literacy and education 
through technology, and strengthening public communication to correct misconceptions. 
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Suggested strategies for building a positive image and reputation involve utilizing service 
compliance with SOPs, improving service quality through technology, public education, allocating 
resources for public communication, and leveraging the Corruption-Free Zone achievement to 
address negative stigma. 
Keywords: Good Corporate Governance, Public Trust, Corporate Reputation. 
 
PENDAHULUAN 

Dalam konteks organisasi pemerintahan, implementasi Good Governance 
menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, 
akuntabel, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip- prinsip demokrasi dan 
efisiensi pasar (Beshi & Kaur, 2020). Konsep ini menekankan pentingnya penghindaran 
dari penyalahgunaan dana dan pencegahan korupsi, yang merupakan tantangan utama 
dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi di sektor public (Nasrun, 2019). 

Sejak era Reformasi, Indonesia telah berupaya keras untuk merombak sistem 
pemerintahannya, menuntut adanya praktek demokrasi yang lebih bersih dan 
pengelolaan yang lebih terbuka kepada publik. Meskipun masih terdapat kendala 
dalam penerapan penuh Good Governance, terutama terkait dengan kecurangan dan 
kebocoran dalam pengelolaan dana, langkah-langkah signifikan telah diambil untuk 
meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan 
negara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses informasi terhadap APBN, serta 
pembentukan undang-undang, regulasi, dan lembaga yang mendukung tata kelola yang 
baik (Keban, 2000). 

Perubahan ini tidak hanya menciptakan dasar yang lebih kuat untuk akuntabilitas 
manajerial di sektor publik, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam praktik 
bisnis melalui penerapan Good Corporate Governance. Melalui pendekatan yang lebih 
terintegrasi dan bertanggung jawab ini, organisasi pemerintahan di Indonesia 
bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bersih, amanah, dan mampu memenuhi 
harapan masyarakat (Keban, 2000). Hal ini secara tidak langsung menguatkan fondasi 
bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, membawa Indonesia 
menuju pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan 
membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
Dengan demikian, implementasi Good Governance dalam organisasi pemerintahan 
tidak hanya esensial untuk memperkuat demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga untuk menginspirasi perubahan positif di sektor swasta, mendorong terciptanya 
lingkungan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. 

Di lingkungan Kantor Bea Cukai, implementasi Good Governance memegang 
peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perbatasan 
dan perdagangan. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan masuk dan keluarnya 
barang di suatu negara, Bea Cukai berperan vital dalam mencegah praktek ilegal, 
seperti penyelundupan dan penghindaran pajak, sekaligus memastikan kelancaran 
arus barang yang legal. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di kantor Bea 
Cukai mencakup transparansi prosedur, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, 
serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. 

Melalui penggunaan teknologi informasi yang canggih dan sistem manajemen 
yang modern, Bea Cukai berusaha untuk menyederhanakan proses pemeriksaan 
barang dan dokumen, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalisir kontak fisik yang 
berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Selain itu, Bea Cukai juga aktif melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang regulasi dan 
kebijakan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan 
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membangun kemitraan yang positif. 
Dalam konteks pelayanan Bea Cukai, berbagai fenomena telah menunjukkan 

bagaimana GCG dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, 
penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang transparan dan mudah 
diakses oleh publik telah memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam 
memonitor proses kepabeanan dan cukai yang mengurangi kemungkinan praktik 
korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, KPPBC TMP A Semarang 
yang menerapkan sistem pengaduan online memungkinkan masyarakat dan pelaku 
usaha untuk melaporkan permasalahan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan, yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. Hal ini mencerminkan akuntabilitas 
dan responsibilitas lembaga dalam melayani publik. 

Namun, di sisi lain, tantangan juga muncul ketika terjadi kasus- kasus tertentu 
yang menimbulkan persepsi negatif, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi 
oleh oknum pegawai Bea Cukai. Beberapa kasus yang terjadi pada rentan waktu tahun 
2022 hingga 2024 memiliki dampak besar terhadap penurunan reputasi Bea Cukai. 
Kasus – kasus seperti gaya hidup mewah beberapa oknum pegawai Bea Cukai, kasus 
importasi emas, serta kasus-kasus terkait ekspor dan impor barang dari dan keluar 
negeri memberikan dampak yang cukup signifikan bagi reputasi Bea Cukai. Apabila 
dilihat pada data Google Trends tahun 2022 hingga 2023, ditemukan bahwa pencairan 
Google terkait “Kepala Bea Cukai Makassar”, “Importasi Emas”, “Korupsi Bea Cukai” 
meningkat tinggi. Fenomena seperti ini menunjukkan pentingnya penguatan 
mekanisme kontrol internal dan penegakan hukum yang tegas dalam rangka 
mempertahankan integritas dan meminimalisir potensi penyalahgunaan. Pelayanan 
publik melibatkan interaksi antara warga masyarakat dan instansi pemerintah. Konsep 
Paradigma New Public Service (NPS) menganggap masyarakat sebagai warga negara 
yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, bukan hanya sebagai konsumen. Dalam 
paradigma ini, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah 
dianggap penting, sehingga mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Di sisi 
lain, KPPBC TMP A Semarang menghadapi beberapa tantangan dalam memberikan 
pelayanan dan pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, seperti pembongkaran 
barang di luar kawasan pabean dan pengiriman barang curah. Proses ini membutuhkan 
waktu yang cukup lama dan menuntut pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan 
izin kepada kepala kantor, yang kemudian harus disampaikan ke KPPBC TMP A. Hal ini 
mengharuskan pengguna jasa untuk menyiapkan dokumen izin serta biaya 
transportasi dan akomodasi yang diperlukan. 

Salah satu indikator utama responsivitas dalam pelayanan publik adalah 
kemampuan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan (E. D. Hadi & Syaiful, 2021). 
Inovasi di sini merupakan upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam 
pelayanan publik. Institusi pelayanan berusaha membangun inovasi dengan tujuan 
untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Persepsi 
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi 
publik menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan pelayanan tersebut.  

Dalam upaya terus meningkatkan trust dari masyarakat dan memperbaiki 
reputasi, KPPBC TMP A Semarang perlu terus meningkatkan implementasi GCG secara 
konsisten dan berkelanjutan. Melalui komunikasi yang efektif, transparansi dalam 
proses kerja, dan penegakan hukum yang adil serta tidak diskriminatif, KPPBC TMP A 
Semarang dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga pemerintah yang dapat 
diandalkan dan dihormati, tidak hanya oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri 
tetapi juga oleh komunitas internasional. Meraih kepercayaan dari masyarakat dan 
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memiliki reputasi yang baik emrupakan sebuah perjalanan berkelanjutan yang 
membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk terus memperbaiki diri dan 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi. 
 
METODE PENELITIAN 

Salah satu bentuk penelitian kualitatif deskriptif adalah dalam bentuk penelitian 
dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini fokus secara 
mendalam pada satu obyek khusus yang dianggap sebagai kasus. Pendekatan studi kasus 
memungkinkan peneliti untuk memahami dengan cermat dan menyeluruh. Nawawi 
(2003) menjelaskan bahwa "data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak 
yang terlibat, yang berarti bahwa informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari 
berbagai sumber." Sebagai penelitian kasus, data yang dikumpulkan bersumber dari 
berbagai sumber, dan temuan penelitian ini hanya berlaku untuk kasus yang sedang 
diselidiki. 

Arikunto (2016) lebih lanjut menyatakan bahwa "metode studi kasus, sebagai 
salah satu bentuk pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara 
intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga, atau 
fenomena tertentu dengan cakupan area atau subjek yang terbatas. Studi kasus sering 
kali menggunakan metode pengumpulan data seperti arsip, wawancara, kuesioner, dan 
observasi. Buktinya dapat bersifat kualitatif (seperti kata-kata), kuantitatif (seperti 
angka), atau keduanya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kebijakan Dan Praktik-Praktik GCG Yang Diterapkan Oleh KPPBC TMP A 

Semarang 
KPPBC TMP A Semarang menerapkan berbagai kebijakan dan praktik Good 

Corporate Governance (GCG) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan 
efektivitas dalam operasionalnya. Salah satu kebijakan utama adalah perbaikan sistem 
pelayanan yang dioptimalkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan 
regulasi yang berlaku, diantaranya mencakup peningkatan kualitas layanan dengan 
memanfaatkan teknologi terbaru dan sistem kontrol internal yang ketat, sehingga 
meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. 

Selain itu, KPPBC TMP A juga fokus pada transparansi dengan berupaya 
memperbaiki komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini 
dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya untuk komunikasi publik dan 
meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi dan tugas Bea Cukai. 

Meski begitu, KPPBC TMP A menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber 
daya dan stigma negatif yang melekat pada institusi mereka. Untuk mengatasi tantangan 
ini, KPPBC TMP A mengoptimalkan prestasi mereka dalam meraih predikat Wilayah 
Bebas Korupsi dan terus melakukan reformasi birokrasi untuk mengatasi persepsi 
negatif dan kesenjangan informasi yang ada. Dengan menerapkan kebijakan dan praktik 
GCG secara konsisten, KPPBC TMP A bertujuan untuk membangun citra positif dan 
meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat serta pemangku kepentingan. 
2. Upaya KPPBC TMP A Semarang Dalam Membangun Citra Dan Reputasi Yang 

Positif Melalui Penerapan GCG 
KPPBC TMP A Semarang telah mengambil berbagai langkah strategis dalam 

membangun citra dan reputasi positif melalui penerapan prinsip Good Corporate 
Governance (GCG). Salah satu upaya utama mereka adalah perbaikan sistem pelayanan 
dan peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur 
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(SOP) dan regulasi. Dengan menerapkan teknologi terbaru dan sistem kontrol internal 
yang ketat, mereka berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 
layanan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik. 

Selain itu, KPPBC TMP A berfokus pada transparansi dengan berupaya 
memperbaiki komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Mereka mengalokasikan 
sumber daya untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi dan tugas Bea 
Cukai, meskipun masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan 
stigma negatif yang melekat pada institusi mereka. 
3. Rekomendasi Perbaikan Yang Dapat Diusulkan Untuk Meningkatkan 

Penerapan Gcg Dan Memperkuat Trust Serta Reputasi Kppbc Tmp A Semarang 
Untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan 

memperkuat trust serta reputasi KPPBC TMP A Semarang, beberapa langkah perbaikan 
yang dapat diusulkan berdasarkan prioritas strategi adalah sebagai berikut: 

1. Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk komunikasi publik dengan 
dukungan hubungan emosional yang positif merupakan langkah utama. 
Meningkatkan alokasi sumber daya untuk komunikasi publik akan memungkinkan 
KPPBC TMP A Semarang untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan 
membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat. Sehingga dengan 
demikian membantu memperbaiki persepsi publik dan meningkatkan 
transparansi, sehingga memperkuat kepercayaan dan reputasi institusi. 

2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas layanan dengan pemanfaatan teknologi dan 
sistem kontrol internal juga penting. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan 
memperkuat sistem kontrol internal, KPPBC TMP A dapat meningkatkan kualitas 
layanan yang diberikan. Strategi ini tidak hanya akan memperbaiki efisiensi 
operasional tetapi juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi 
standar tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan citra positif di mata 
publik. 

3. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan melalui sistem pelayanan yang telah 
diperbaiki merupakan langkah penting untuk mengatasi persepsi yang salah di 
masyarakat. Berdasarkan wawancara sebelumnya, penggunaan website resmi, 
media sosial, dan media massa telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk 
mencapai tujuan ini. Dengan mengoptimalkan website resmi Bea Cukai untuk 
menyediakan informasi yang komprehensif dan mudah diakses tentang prosedur, 
kebijakan, dan layanan, masyarakat dapat dengan mudah menemukan jawaban 
atas pertanyaan mereka, mengurangi kebingungan dan kesalahpahaman. Media 
sosial juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang cepat dan 
responsif, memungkinkan Bea Cukai untuk berinteraksi langsung dengan 
masyarakat, menjawab pertanyaan, dan memberikan klarifikasi secara real-time. 
Selain itu, kerja sama dengan media massa dapat membantu menyebarkan 
informasi yang benar secara lebih luas dan efektif, memastikan bahwa pesan yang 
ingin disampaikan mencapai semua lapisan masyarakat. Kombinasi dari strategi-
strategi ini tidak hanya memperkuat citra Bea Cukai tetapi juga meningkatkan 
kepercayaan publik melalui keterbukaan dan transparansi yang lebih baik. 

4. Meningkatkan literasi dan edukasi publik melalui pemanfaatan teknologi dan 
reformasi birokrasi harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan literasi. 
Edukasi yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai akan membantu 
masyarakat memahami peran mereka dan meningkatkan kepercayaan terhadap 
institusi. Meningkatkan literasi dan edukasi publik melalui pemanfaatan teknologi 
dan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang efektif. 
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Pertama, Bea Cukai dapat mengembangkan platform edukasi online yang 
interaktif, seperti webinar, video tutorial, dan e-learning modules, yang 
menjelaskan tugas dan fungsi mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh 
masyarakat. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan 
infografis, posting informatif, dan kampanye edukasi yang secara rutin menjawab 
pertanyaan umum dan mengklarifikasi kesalahpahaman yang ada. 

5. Optimalisasi kesesuaian pelayanan dengan SOP dan regulasi untuk meningkatkan 
kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Memastikan bahwa pelayanan 
sesuai dengan SOP dan regulasi dapat memperkuat kepercayaan publik dengan 
menunjukkan kepatuhan dan komitmen terhadap standar yang ditetapkan. 
Reformasi birokrasi juga bisa diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat 
terhadap informasi dan layanan, misalnya dengan memperbaiki sistem antrian 
digital dan menyediakan pusat informasi terpadu yang responsif. Kolaborasi 
dengan institusi pendidikan dan komunitas lokal juga dapat membantu 
menyebarluaskan informasi melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan edukasi 
lainnya. Pendekatan ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami peran 
Bea Cukai secara lebih jelas, mengurangi kesenjangan literasi, dan meningkatkan 
kepercayaan terhadap institusi. 

6. Memperkuat komunikasi publik untuk mengurangi persepsi yang salah terkait 
tugas dan wewenang Bea Cukai dapat dicapai dengan meningkatkan transparansi, 
yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat 
tentang peran dan tanggung jawab mereka. Ini bisa dilakukan melalui kampanye 
edukasi publik yang memanfaatkan berbagai platform, seperti media sosial, situs 
web resmi, dan media massa. Selain itu, kolaborasi dengan media lokal dapat 
dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mengklarifikasi 
kesalahpahaman, menjadikan media sebagai mitra yang berperan sebagai 
jembatan informasi antara Bea Cukai dan masyarakat. Informasi yang disampaikan 
harus tepat dan sesuai dengan kenyataan untuk memastikan pemahaman yang 
benar di kalangan publik. 

7. Edukasi publik untuk mengurangi kesenjangan literasi dan mengatasi 
ketidakpahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Bea Cukai dapat dilakukan 
melalui program-program yang berfokus pada penyebaran informasi dan 
peningkatan pemahaman masyarakat. Bea Cukai bisa mengadakan workshop, 
seminar, dan sosialisasi di berbagai komunitas, sekolah, dan universitas untuk 
menjelaskan peran, tugas, dan fungsi mereka secara langsung kepada masyarakat. 
Selain itu, penyebaran materi edukasi melalui media cetak, digital, dan media sosial 
juga bisa menjadi strategi efektif untuk menjangkau lebih banyak orang. 
Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan menarik, serta pendekatan yang 
interaktif, seperti video edukatif, infografis, dan animasi, dapat membantu 
masyarakat lebih memahami peran Bea Cukai. Melalui edukasi yang berkelanjutan 
dan terstruktur, Bea Cukai dapat mengurangi kesenjangan literasi dan memastikan 
masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang tugas dan fungsi mereka. 

8. Memperbaiki stigma negative yang melekat dengan menggunakan prestasi 
Wilayah Bebas Korupsi. Memanfaatkan prestasi ini dapat menjadi alat untuk 
menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi. KPPBC TMP A 
dapat memanfaatkan prestasi mereka, seperti meraih predikat Wilayah Bebas 
Korupsi, sebagai alat untuk memperbaiki persepsi publik dan mengatasi stigma 
negatif. Reformasi birokrasi yang dilakukan juga merupakan bagian dari strategi 
mereka untuk meningkatkan citra positif. Melalui kebijakan dan praktik GCG yang 
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diterapkan secara konsisten, KPPBC TMP A bertujuan untuk membangun dan 
mempertahankan reputasi yang baik di mata masyarakat serta pemangku 
kepentingan, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan yang 
berkualitas. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan terkait upaya membangun citra 

dan reputasi positif melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat 
disimpulkan beberapa poin penting. 

1. Kebijakan dan praktik-praktik GCG yang diterapkan oleh KPPBC TMP A Semarang 
telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas layanan dan 
kesesuaian dengan SOP dan regulasi yang berlaku. KPPBC TMP A Semarang juga 
telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi, yang merupakan bukti 
konkret dari penerapan GCG yang efektif dalam mengelola organisasi secara 
transparan dan akuntabel. 

2. Upaya KPPBC TMP A Semarang dalam membangun citra dan reputasi yang positif 
dilakukan dengan optimalisasi prestasi diantaranya adalah predikat Wilayah 
Bebas Korupsi, yang menunjukkan clean governance. Kemudian, KPPBC TMP A 
Semarang memanfaatkan kekuatan internalnya seperti peningkatan kualitas 
layanan dan kesesuaian pelayanan dengan SOP untuk meningkatkan kepercayaan 
publik. Selain itu, berbagai inisiatif yang mendukung reformasi birokrasi dan 
pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan telah memberikan dampak positif 
terhadap persepsi masyarakat. Upaya-upaya ini telah membantu memperkuat 
citra Bea Cukai di mata publik dan mendorong peningkatan trust terhadap 
institusi. 

3. Penerapan GCG dan memperkuat trust serta reputasi KPPBC TMP A Semarang, 
beberapa rekomendasi perbaikan dapat diusulkan. Salah satunya adalah 
mengalokasikan sumber daya tambahan untuk komunikasi publik yang didukung 
oleh hubungan emosional positif dengan pengguna jasa. Selain itu, penting untuk 
meningkatkan literasi dan edukasi publik melalui pemanfaatan teknologi dan 
reformasi birokrasi, serta memperkuat komunikasi publik untuk mengurangi 
persepsi salah terkait tugas dan wewenang Bea Cukai. 

Saran 
Strategi membangun citra dan reputasi positif melalui penerapan prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) berdasarkan analisis QSPM meliputi beberapa langkah 
integral yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta 
mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Berikut ini adalah strategi-strategi 
yang disarankan: 

1. Memanfaatkan Kesesuaian Pelayanan dengan SOP dan Regulasi untuk 
Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. 

2. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Layanan dengan Pemanfaatan Teknologi 
dan Sistem Kontrol Internal. 

3. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Publik melalui Pemanfaatan Teknologi dan 
Reformasi Birokrasi. 

4. Mengalokasikan Sumber Daya Tambahan untuk Komunikasi Publik dengan 
Dukungan Hubungan Emosional yang Positif. 

5. Menggunakan Prestasi Wilayah Bebas Korupsi untuk Mengatasi Stigma Negatif 
yang Melekat. 

6. Meningkatkan Transparansi dan Keterbukaan melalui Sistem Pelayanan yang 
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Telah Diperbaiki untuk Mengatasi Persepsi yang Sala. 
7. Memperkuat Komunikasi Publik untuk Mengurangi Persepsi Salah terkait Tugas 

dan Wewenang Bea Cukai. 
8. Mengurangi Kesenjangan Literasi dengan Edukasi Publik untuk Mengatasi 

Ketidakpahaman Masyarakat terhadap Tusi Bea Cukai. 
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